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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan yuridis monopoli taksi bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II 

Riau menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang 

larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengindikasikan 

monopoli yang dilakukan oleh armada taksi PUSKOPAU antara lain 

menyangkut: 

a. Penetapan Harga. Ketentuan pasal 5 ayat 1 adalah apa yang dikenal 

dengan larangan price fixing secara horisontal. 

b. Pembagian Wilayah Pasar. Larangan pembagian wilayah tersebut 

ditetapkan secara jelas di dalam pasal 9. Ketentuan pasal 9 menetapkan 

bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 

pesaingnya dengan tujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi 

pasar terhadap barang dan / atau jasa. 

c. Pemboikotan. Pemboikotan salah satu hambatan persaingan diatur di 

dalam ketentuan pasal 10 UU Antimonopoli. Syarat-syarat terpenuhinya 

suatu pemboikotan adalah saat para pelaku usaha yang saling bersaing 

pada pasar yang sama membuat suatu perjanjian diantara mereka. 

d. Penetapan Jumlah taksi. Ketentuan pasal 11 mengatur larangan 

pengaturan jumlah produksi dan / atau pemasaran suatu barang atau jasa 
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tertentu yang bermaksud untuk mempengaruhi harga yang dapat 

mengakibatkan praktek monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat. 

Pasal 11 tidak saja bertujuan mengatur jumlah produksi tetapi juga 

mengatur pemasarannya. 

e. Persekongkolan. Persekongkolan yang ditetapkan di dalam pasal 22 

sampai pasal 24 mengenai pengaturan tender, tukar menukar informasi, 

dan hambatan masuk pasar. Hal ini menunjukkan bahwa UU 

Antimonopoli juga mengenal unsur yang disebut saling menyesuaikan 

perilaku pasar pelaku usaha (kegiatan kolusif). Ketentuan pasal 22-24 

menuntut adanya kegiatan kolusif diantara peserta tender untuk 

menciptakan salah satu hambatan persaingan pada pasar. 

2. Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 

Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak 

sehat antara lain kurangnya otoritas kuat dan independen, aturan yang 

dibentuk melalui proses dinamis serta dukungan peradilan. Selain itu, 

kurangnya komunikasi dan koordinasi antara KPPU dan PN untuk 

menyamakan persepsi bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan KPPU 

adalah hal yang penting agar dapat memberikan kepastian hukum kepada para 

pihak, misalnya pihak terlapor yang terbukti melakukan kesalahan dan 

dikenakan sanksi maupun terhadap pelapor yang merupakan pelaku usaha 

atau masyarakat sebagai pihak ketiga. Selain itu melalui pengaturan yang 

jelas terkait dengan penegakan hukum dapat memberikan kepastian berusaha 

dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Pihak angkasa pura II pekanbaru hendaknya dapat menjalakan putusan KPPU 

tentang diskriminasi taksi Bandara di Bandara Sultan Syarif Kasim 

Pekanbaru agarnya tercipta persaingan yang sehat antara pelaku usaha jasa 

transportasi taksi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.  

b. Untuk mencegah terjadinya dampak yang merugikan bagi pelaku usaha dan 

konsumen pihak bandara harus melaksanakan putusan KPPU tentang 

diskriminasi taksi Bandara di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.  

c. Untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat pihak Angkasa Pura II 

pekanbaru harus bersikap tegas membuka peluang kepada jasa taksi lain 

untuk beroperasi di bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru serta bagi 

Puskopau harus dapat bersaing dalam pelayanan dan memenuhi standar 

nasional jasa transportasi taksi agar konsumen dapat merasakan kenyamanan 

untuk memakai jasa Puskopau. 


